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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Positif terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang
Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl)”
merupakan hasil dari penelitian atas putusan pengadilan, yang didukung oleh
kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan
hukum hakim terhadap turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl dan
bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap turut serta dalam tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomer
621/Pid.B/2018/PN.Bgl.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).
Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang
khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum
hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini, hakim menjatuhkan
hukuman berupa penjara 9 (sembilan) tahun, karena terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, dimana semua unsur yang ada dalam KUHP ini telah
terpenuhi dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi dalam
putusannya majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 9 tahun, yaitu
melebihi batas maksimal hukuman yang ada dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim memutuskan suatu perkara yang melebihi
batas maksimal hukuman dikarenakan ada hal-hal yang memberatkan yakni
terdakwa baru tertangkap setelah 4 (empat) tahun setelah kejadian kasus tersebut.
Eksaminasi Putusan terhadap kasus ini bertujuan untuk melihat apakah hakim
dalam memutus perkara tersebut telah memenuhi asas-asas dan prinsip yang
berlaku dalam hukum pidana. Pada prinsipnya majelis Hakim bebas dalam
menentukan hukuman. Tetapi tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi
daripada ancaman maksimal dalam pasal yang ditentukan. Dalam hukum pidana
Islam turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan
kematian termasuk dalam jarimah turut serta yang secara langsung (al-isytirak al-
mubashir) hukumannya yakni jarimah gisas karena sesuai dengan perbuatannya.

Diharapkan agar hakim lebih kritis dan bijaksana dalam menerapkan
hukuman sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas serta
menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana memiliki perbedaan dengan hukum lainnya yang
ada pada umumnya, karena didalamnya orang mengetahui adanya suatu
kesengajaan yang memberikan suatu akibat hukum berupa penderitaan
yang bersifat khusus berupa suatu hukuman kepada siapa saja yang telah
melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan dan larangan-
larangan yang sudah ditentukan didalamnya.! Perbuatan pidana seringkali
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum yang
berlaku serta menyebabkan seseorang individu ataupun kelompok yang

melakukan perbuatan pidana dikenai sanksi pidana.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin
berkembanglah pula angka kejahatan yang terjadi, sehingga menimbulkan
keresahan pada masyarakat. Diantara berbagai macam kejahatan adalah

penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari
hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai
tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam
KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik

penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman

! P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16
1



pidananya mengacu pada KUHP buku I bab Il tentang pidana, terutama
pada pasal 10. Didalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari
dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik
penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok

yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.?
Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang meliputi:

a. Penganiayaan biasa,
b. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat,

c. Penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan berencana
(Pasal 353 KUHP), Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), Penganiayaan

berat dan berencana (Pasal 355 KUHP).?

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau
menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan semikian, untuk
menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang
lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan

untuk:

a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,

b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau,

2 Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet. Ke-16, (Jakarta: Bumi Aksara,
1990), 16

% Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan
I11, 2005), 50
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c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus
mempunyai opzet yang ditunjukan pada perbuatan untuk
menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan
luka pada orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang

lain.*

Prof. Satochid Kartanegara menertejemahkan mededader dengan
“turut melakukan”, Lamintang “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”,
Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”.
Antara kata “turut melakukan” dengan kata ‘“bersama-sama” pada
hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun, pada umumnya dalam pengertian
sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. Prof. Satochid
Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi

2 (dua), yakni:

a. Harus ada kerja sama secara fisik;

b. Harus ada kesadaran kerja sama.®

Barang siapa seorang diri melakukan suatu tindak pidana, maka ialah
yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu. Akan tetapi jika beberapa
orang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana, maka harus

dibuktikan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu.

Memperhatikan Pasal 55 KUHP, pembagian tentang siapa yang

dianggap menjadi pelaku:

4 P.AF. Lamintang&Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, &
Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2010), 132
5 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 81

3



a. Orang-orang yang melakukan peristiwa pidana.
b. Orang-orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana.

c. Orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana.

Tanggung jawab dari orang yang menyuruh melakukan tindak pidana
itu ada batasnya. Pertama, tanggung jawab itu tidak melebihi dari apa yang
dilakukan oleh orang itu, meskipun maksud yang menyuruh itu lebih jauh
dari itu. Kedua, tanggung jawab yang menyuruh itu tidak lebih daripada
apa yang dikehendaki olehnya. Jikalau yang disuruh itu melakukan
sesuatu hal yang melebihi suruhannya itu, maka inilah menjadi tanggung

jawab yang melakukan sendiri.®

Hukuman dalam ajaran Islam memiliki dua tujuan, yakni tujuan
pencegahan dan tujuan pendidikan. Maksud dari tujuan pencegahan adalah
bahwa hukuman diberlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang
lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah
melihat bentuk dari hukuman tersebut. Sedangkan maksud dari tujuan
pendidikan adalah bahwa hukuman yang diberikan ditujukan agar orang
yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi

baik setelah adanya hukuman yang dijalani.’

Dalam Figh Jinayah yang menyebutkan tindak pidana berasal dari kata
jari>mah, yang artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha
disini khusus untuk usaha yang tidak baik. Dari penjelasan tersebut dapat

ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jari>mah itu ialah melakukan

 Mr. R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, 91
" Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang,1993), 255
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perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dibenci oleh Allah dan manusia
karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang benar

(Agama).®

Pidana dalam bahasa Arab adalah jari>mah yang secara etimologis
berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.® Menurut al-Mawardi, pengertian
jari>mah secara terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh
Allah dengan hukuman hkadd atau e ’zi>r. Larangan hukuman bisa
terwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian, orang yang
mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan
perbuatan yang diperintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa

yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.*°

Jari>mah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan terkadang
dilakukan oleh beberapa orang. Apabila dilakukan oleh beberapa orang,
maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Pelaku melakukan jari>mah bersama orang lain (mengambil
bagiannya dalam melaksanakan jari>mah). Artinya, tindakan
bersama-sama itu dilakukan secara kebetulan.

2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk

melakukan jari>mah.

8 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa Al-uqubabh fi Al Figh Al Islamy, (Kairo: Maktabah Al
Angelo Al Mishriyaha, t.t), 22

® Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta:
Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997), 669

10 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Figh Jinayah, (Surabaya: Pustaka
Idea, 2015), 2



3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan
jari>mah.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jari>mah dengan

berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.!

Didalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan kematian sama dengan halnya pembunuhan. Pembunuhan
termasuk jarimah qisa>s diya>t yaitu suatu kejahatan terhadap jiwa
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam
dengan hukuman gisa>s (serupa/semisal) atau hukum diya>t (ganti rugi

dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya).*?

Ruang lingkup hukum gisa>s dibatasi oleh para fugaha hanya pada
tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa
(pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan

al-nafs wa al-jaharah (nyawa dan luka).*®
Ada beberapa kategori pembunuhan dalam pidana islam yaitu:

1. Pembunuhan dengan sengaja.
2. Pembunuhan tidak sengaja.

3. Pembunuhan semi sengaja.*

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah al-isytira>k.

Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut al-isytira>k fi al-jari>mah

11 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 136
12 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 165
13 Qishash, “Jurnal Kajian Hukum”

14 A. Djazuli, “Figh Jinayah” (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2000), 129-130
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(delik peyertaan) atau isytira>k al- jari>mah. Secara terminologis turut
serta berbuat jari>mah ialah melakukan tindak pidana (jari>mah) secara
bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut,
menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai

bentuk.1®

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan berbuat

tidak langsung, para fugaha memberikan perbedaan:

1. Berbuat jari>mah langsung vyaitu Al-Tawa>fuq dan Al-
Tama>lu’ *°
2. Berbuat jari>mah tidak langsung adalah seperti orang yang

menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam
maupun hukum pidana positif yang telah disebutkan di atas menjadi
menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang
menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah turut serta dalam

kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Berbeda dengan kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan pada
umumnya, kasus ini lebih menitik beratkan terhadap pada turut serta
penganiayaan namun mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Turut
serta dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian mengacu

pada Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan

15 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Figih Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55
16 A Jazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 17
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ancaman penjara maksimal 7 tahun dikurangi sepertiga jadi maksimal 5

tahun.

Dalam kasus ini harusnya Majelis Hakim mempertimbangkan pasal
338 KUHP, tidak hanya pasal 351 KUHP sebagai acuan membuat
putusan, sebab turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan kematian ini mengandung dua perbuatan kejahatan, yaitu

penganiayaan dan pembunuhan.*’

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, penulis
tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul Skripsi
dengan Judul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Positif Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Mengakibatkan Kematian  (Studi  Putusan  Nomer
621/Pid.B/2018/PN.Bgl)”, hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sangatlah berat dan tidak
sesuai apa yang telah diperbuat oleh terdakwa. Karena perbuatan ini hanya
keikut sertaan. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
bisa mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa atau
memberikan hukuman yang pantas apa yang telah diperbuat terdakwa
selama ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

kematian.

Karena dalam hal ini Hakim telah menghukum melebihi batas

maksimal dari hukuman yang telah ditentukan dalam pasal. Dalam

17 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, (Jakarta: Rikeka Cipta, 2014), 134
8



pertimbangan hakim terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal
dunia sehingga perbuatan ini dijadikan Hakim dalam alasan pemberat

dalam hukuman.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan

yang akan diteliti yaitu :

a. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomer
621/Pid.B/2018/PN.Bgl tentang turut serta dalam tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

b. Analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomer
621/Pid.B/2018/PN.Bgl tentang turut serta dalam tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

c. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri
Bengkulu tentang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan kematian.

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada
permasalahan yang akan dikaji, maka dari itu penulis memfokuskan

masalah yaitu :

a. Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam
menjatuhkan Putusan Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl tentang turut serta

dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian



b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap turut serta dalam tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan kematian Dalam Putusan Nomer

621/Pid.B/2018/PN.Bgl

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sanksi
pidana turut serta dalam tindak pidana penganiayaan Yyang
mengakibatkan kematian dalam Putusan No 621/Pid.B/2018/PN.Bgl ?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap turut serta dalam
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam
Putusan No 621/Pid.B/2018/PN.Bgl ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan di
teliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang

telah ada.'®

Dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa

skripsi yang berkaitan dengan Turut Serta dalam Tindak Pidana

18 Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,
2015), 8.
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Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Adapun Skripsi tersebut

adalah :

1. Skripsi dari salah satu mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya
yang bernama Muhammad Yusuf yang berjudul Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:
899/Pid.B/2018/PN.Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Mengakibatkan Luka Berat.°

2. Skripsi dari salah satu mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya
bernama Shinta Aprilia Ulfa yang berjudul Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat: Studi Putusan
Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:

2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng.%

Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini
adalah penelitian ini lebih mengutamakan ke alasan turut serta melakukan
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Hukum
Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Didalam skripsi sebelumnya
dijelaskan mengenai kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Kalau

dikasus yang saya bahas ini tentang turut serta dalam tindak pidana

19 Vivi Ariska Binwa Dewi, “Tinjauan Hukum Pidana lIslam Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Batam Nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Luka Berat” (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya,
2019)

20 Shinta Aprilia Ulfa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat: Studi Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor: 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng” (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2018).
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penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikaji menurut hukum pidana

Islam dan hukum pidana positif.

Semua penelitian berkaitan dengan turut serta tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang membedakan dengan
penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ialah bagaimana analisis hukum
pidana Islam dan juga pertimbangan Hakim dalam memutus perkara
mengenai Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan
Kematian, sehingga menurut penulis judul tentang “Analisis Hukum
Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Turut Serta dalam
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi
Putusan Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl)” ini dianggap layak untuk diteliti

lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan

penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
dalam Putusan Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl tentang turut serta
terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap turut serta dalam
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam

Putusan Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
12



Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih untuk pengemban ilmu pengetahuan, khususnya
dibidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah turut
serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan
kematian.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam menganalisa, masukan dan pertimbangan bagi
masyarakat dan juga pertimbangan bagi Hakim agar lebih adil
dalam memutuskan suatu perkara agar terciptanya keadilan dan
kepastian bagi masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Turut Serta
dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi
Putusan Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl)” maka dirasa perlu untuk
menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini.

Beberapa istilah dalam skripsi berikut adalah :

1. Analisis Hukum Pidana Islam yakni analisis segala sesuatu ketentuan
hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan

oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban),

13



sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci
dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis.?

2. Hukum Pidana Positif yang berkaitan dengan konsep KUHP tentang
penjatuhan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1)
ke 1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP.

3. Turut serta dalam tindak pidana adalah mereka yang ikut serta dalam
suatu tindak pidana.?? Maksudnya ialah mereka yang ikut melakukan
atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan adanya
kerjasama secara sadar dari setiap masing-masing orang tersebut.

4. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak kejahatan
(menyiksa) sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sama
yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta

mengembangkan ilmu pengetahuan.??

1. Jenis Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian
ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian

21 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13
22 R, Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 1991), 75
23 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3
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yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi.?* Pustaka
hakekatnya merupakan hasil oleh budi karya manusia dalam bentuk
karya tertulis guna menuangkan ide dan pandangan hidupnya dari
seseorang atau sekelompok orang.

Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian tentang
buku, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkadang pada
buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun
sekelompok orang selalu ada variasinya.?

2. Data Yang Disimpulkan

Memuat tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam
memutus dan menangani turut serta dalam tindak pidana penganiayaan
yang mengakibatkan kematian.

3. Sumber Data
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah
a. Sumber Primer
Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan vyaitu

Salinan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  Nomer

621/Pid.B/2019.%

b. Sumber Data Sekunder

24 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik, Cet. Ke-7,
(Bandung: 1994), 25
SMestika Zed, Metodologi Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2

26pytusan perkara No0.621/Pid.B/2018/PN.Bgl tentang turut serta dalam tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
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Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang
kelengkapan data.?” Sumber data sekunder diperoleh dari bahan
pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian,
antara lain:

1) Sumber rujukan seperti buku, jurnal dan internet.

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan turut serta
dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan
kematian.

3) Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam.

4) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana
Islam.

5) Dr. H. Sahid HM, M.Ag, Epistemologi Hukum Pidana Islam
Dasar-Dasar Figh Jinayah.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data adalah teknik pengumpulan data yang
secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut
dalam literatur metodologi penelitian. Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi
kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa
buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian. Dalam hal ini,
teknik dokumentasi penulis digunakan untuk memperoleh data dengan

cara mempelajari pertimbangan hukum Hakim tentang Turut Serta

2'Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian limiah: Dasar, Metode, Tehnik, Cet. Ke-7,
(Bandung: 1994), 30
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Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian melalui media internet
dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomer
621/Pid.B/2018/PN.Bgl.
5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan
deduktif yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer
dan sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan
metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.?®

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan pola pikir deduktif, pola pikir deduktif yang dimaksud
adalah pola pikir yang analisa data dengan memaparkan data yang
diperoleh secara menyeluruh untuk ditarik kesimpulan dengan
melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber data
yang diperoleh dalam turut serta terhadap tindak pidana penganiayaan
yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Bengkulu Putusan

Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl.

28 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63
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Sistematika Pembahasan

Bab pertama memuat Pendahuluan yang dalam hal ini berisi
tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar
belakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang
terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pemberantasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua landasan teori tentang pengertian turut serta dalam
tindak pidana, sistem dan penerapan hukuman bagi pelaku turut serta
dalam melakukan tindak pidana, pengertian penganiayaan Yyang
mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum

Pidana Positif.

Bab ketiga memuat deskripsi yang berkenaan dengan hasil
penelitian berupa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomer
621/Pid.B/2018/PN.Bgl tentang turut serta dalam tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Bab keempat memuat analisis terhadap data yang berupa Putusan
Pengadilan Negeri Bengkulu Nomer 621/Pid.B/PN.Bgl tentang turut serta

dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Bab kelima memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dari

analisis beserta saran-saran terhadap penegakan hukum di Indonesia.
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TURUT SERTA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM

A. PENGANIAYAAN DALAM TINDAK PIDANA
a. Definisi Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum
dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, peran serta negara dan pemerintah sangat diperlukan
dalam menangani perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang ada
semakin beraneka ragam yang terjadi didalam masyarakat. Kesadaran
hukum masyarakat yang masih belum cukup, pendidikan ekonomi
yang masih rendah juga bisa menyebabkan mudahnya terjadinya suatu
perbuatan melanggar hukum, seperti halnya kriminalitas yang semakin
hari semakin marak terjadi, kriminalitas ini disebut juga dengan tindak
pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh
pembentuk undang-undang di tanggapi dengan suatu hukuman pidana,
maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat
melanggar hukum.?® Tindak pidana dapat mengakibatkan meresahkan
masyarakat dan disebabkan karena faktor lingkungan, pendidikan dan

ekonomi.

29 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet. 2 (Bandung: Refaika
Aditama, 2003), 1
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Suatu perbuatan dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana,
apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung
dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut.

Salah satu tokoh yakni D. Simons, menurutnya bahwa unsur-unsur
tindak pidana adalah:
a. Perbuatan manusia;
b. Diancam dengan pidana;
c. Melawan hukum;
d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.*

b. Definisi Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai
orang lain.®
Pengertian lain mengenai penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang
dilakukan dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit.
Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya
kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikataan bahwa kini
pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak
secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan

demikian, unsur kesengajaan ini Kini terbatas pada wujud tujuan

%0 Yudo Waskitho, 2005, Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya
Penanggulangannya. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 28

31 Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33
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(oogmerk), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan. 32
Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau
menimbulkan luka pada tubuh orang lain.®
Pengertian lagi dari kata Menganiaya ialah dengan sengaja
menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu
perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidaklah
dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk
menambah kesehatan badan.>*
Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:
a. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai)
b. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang dan
lain-lain)
c. Adanya objek yang dilukai (tubuh orang lain)
d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh atau
rasa sakit)
Dalam buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan
menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai
berikut:3¢

a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain

32 Wirjono, Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,
2010), 68

BpAF Lamintang, SH&Theo Lamintang, S.H. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,
Tubuh, & Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2010), 132

34 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan
111, 2005), 5

% M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), 177

36 | eden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan
I11, 2005), 132
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b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau

c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang
tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan
untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka
pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang
lain.

Demikian pula dengan tindak pidana penganiayaan. Seseorang
dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang
tentang tindak pidana penganiayaan jika orang tersebut terbukti
melakukan hal tersebut dan memenuhi unsur.

Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan
Kematian dalam Hukum Positif

Menurut Buku Il KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak
pidana penganiayaan yakni Pasal 351 KUHP yang berbunyi:®’

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah

dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama

tujuh tahun.

4. Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

37 Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet. Ke-16, (Jakarta: Bumi Aksara,

1990), 16
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Jadi  menurut KUHP tindak pidana penganiayaan Yyang
mengakibatkan kematian diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3)
yang berbunyi “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara
paling lama tujuh tahun”.

. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan
Kematian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan
jari>mah. Jari>mah adalah suatu larangan-larangan syara’ yang ada
kalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan
yang diperintah oleh Allah dan terhadap yang pelanggaran perbuatan
tersebut diancam dengan hukuman hadd atau ta 'zi>r.%

Menurut Imam Hanafi, penganiayaan merupakan tindak pidana
selain jiwa, istilah ini sebagai imbalan dari tindak pidana terhadap
nyawa. Tindak pidana selain nyawa (penganiayaan) yaitu berupa rasa
sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari manusia
lain. %

Macam-macam jari>mah penganiayaan ada 2 yakni:

1. Penganiayaan Ringan

Perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai
merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, dan
tidak pula menimbulkan luka melainkan hanya menimbulkan

luka ringan saja seperti goresan kecil, luka sayatan kecil atau

38 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1967), 1
%9 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-llamiy
Mugaranan Bil Qanunil Wad’iy),(Alie Yafie Dkk), Jilid III, (Bogor: PT Charisma Ilmu, Tt), 204
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memar. Dalam hal ini pelaku dikenai hukuman ta ’zi>r, dalam
hal ini hukuman untuk pelaku diserahan kepada ulil amri.*°
2. Penganiayaan Berat
Perbuatan melukai atau merusak badan yang menyebabkan
hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, ditinjau
dari segi objek atau sasarannya, penganiayaan berat ini terbagi
menjadi beberapa macam, yaitu:
1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya
Maksud dari jenis penganiayaan yang pertama ini
adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan
anggota badan lainnya yang disetarakan dengan anggota
badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam
kelompok pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung,
zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencolekan mata,
merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata,
jenggot, kumis, bibir, kemaluan perempuan dan lidah.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya
masih utuh
Maksudnya penganiayaan jenis ini adalah tindakan
merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis
anggota badannya masih utuh.

3. Al-Sajagj

40 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 11
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Yang dimaksud dengan disini adalah pelukaan khusus
bagian muka dengan kepala. Imam Abu Hanifah
berpendapat bahwa sajaaj adalah pelukaan pada bagian
kepala tetapi bagian khusus di bagian tulang, seperti dahi,
sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk,
tetapi ulama lain berpendapat bahwa pelukaan pada bagian
muka secara mutlak termasuk sajagj.**

4. Al-Jirghah

Al-Jirahah adalah pelukaan pada anggota badan selain
wajah dan kepala. Anggota badan yang pelukaannya
termasuk Al-Jirghah ini meliputi leher, dada, perut sampai
batas pinggul.

Dalam hal hukuman bagi pelaku penganiayaan dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu:
1. Hukuman gisa>ys atau balasan setimpal
Hal ini diberlakukan gisa>s atau balasan setimpal itu
memang dapat dilakukan atau mengurangi. Apabila seseorang
memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan
bahwa ia dikenakan gisa>s penganiayaan yang dilakukan
dengan memakai alat yang dapat melukai korbannya.
2. Hukuman diyat
Yang dimaksud dengan hukuman diyat adalah sejumlah

harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman diyat

41 A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT.
Grapindo Persada, 1997), 11
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merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada
perbendaharaan (kas) negara.*? Diyat berlaku apabila gisa>s
terhalang karena suatu sebab. Diyat sebagai hukuman
pengganti berlaku dalam tindak penganiayaan sengaja. Diyat,
baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman
pengganti digunakan untuk diyat kamilah. Diyat kamilah atau
diyat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan
hilang seluruhnya.
3. Ta’zi>r
Ta’zi>r merupakan suatu istilah untuk hukuman atas
jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan oleh
syara’, dengan demikian dapat dipahami bahwa jari>mah
ta’zi>r tersendiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang
dikenakan hukuman Aadd dan tidak pula kifarat.*®
B. TURUT SERTA DALAM HUKUM POSITIF
a. Pengertian Turut Serta
Turut serta dalam hukum positif yaitu adanya dua orang atau lebih
dalam melakukan tindak pidana atau mengambil bagian untuk
mewujudkan tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang yang
turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.**
Secara umum turut serta dapat diartikan sebagai suatu perbuatan

(tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata turut serta

42 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi,....71
43 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249
4 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2011), 174
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berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain
melakukan tindak pidana.

Deelneming (keturutsertaan) apabila dalam satu delik tersangkut
beberapa orang atau lebih dari satu orang.**Deelneming ialah ada dua
orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain,
maksudnya ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk
mewujudkan suatu tindak pidana.®

Ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut
dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.*’

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana
dapat terjadi dalam hal :

a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, atau

b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan

merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya
tetapi ia mempergunakan orang lain mewujudkan delik
tersebut, atau

c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain

membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

Dalam lapangan ilmu hukum pidana (doktrin), deelneming menurut
sifatnya terdiri atas:

a. Deelneming yang berdiri sendiri

Pertanggungjawaban deelneming yang berdiri sendiri,

4 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, 105
46 Amir llyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset, 2012), 54

7 1bid, 55
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setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri
Deelneming yang tidak berdiri sendiri atau biasa disebut
accessoire deelneming pertanggungjawaban dari para peserta
yang satu digantungkan kepada perbuatan pelaku yang lain.
Apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan
yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat
dihukum.“®
b. Jenis-Jenis Turut Serta (Deelneming)

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56
KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 55 dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Pertama, mereka
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan; Kedua, mereka yang dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau
martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan
orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 56 dipidana sebagai pembantu kejahatan: Pertama, mereka
yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
Kedua mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau

keterangan untuk melakukan kejahatan.

8 Nur Asizah dkk., Hukum Pidana Materiil dan Formil,(Usaid, The Asia Foundation, dan
Kemitraan Patnership), Jakarta, 429

29



Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak
pidana, yaitu:

a. Yang melakukan perbuatan (pleger, dader)

Pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan
yang memenuhi rumusan delik.*°

Pelaku (pleger, dader) merupakan orang yang mewujudkan
suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat
adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri
telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari

tindak pidana.

. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen)

Doen plegen adalah terwujudnya menyuruh melakukan
apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan
suatu tindak pidana tetapi seseorang Yyang mempunyai
kehendak itu tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi
mempergunkan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan
tindak pidana tersebut.

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen
plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri
yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh
orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum
sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa tindak pidana,

akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus

%9 1bid., 60
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hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia
tidak dapat dihukum karena tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. >

c. Yang turut melakukan perbuatan (medeplegen)

Turut melakukan dalam arti kata yaitu bersama-sama
melakukan perbuatan yang memenuhi semua rumusan tindak
pidana yang bersangkutan.

Dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana
yaitu: kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku,
yang merupakan suatu kehendak bersama diantara meraka;
kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak
itu.>

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken).

Pembujukan ialah orang yang menggerakkan orang lain
untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan
sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.>?

Membujuk di isyaratkan harus terdapat dua orang atau
lebih, vyaitu orang yang membujuk dan yang dibujuk.
Perbedaannya hanya ada pada orang yang dibujuk itu dapat
dihukum sebagai pelaku (pleger) sedangkan orang yang suruh
itu tidak dapat dihukum.

e. Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige)

%0 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1998, 73
51 Wirjono Projodikoro...., 123
52 Amir llyas...., 85
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Dalam hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal
56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur
obyektif dan subyektif pembantuan serta macamnya bentuk
pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas
luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60
mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu,
hanyalah pada pembantuan, dalam hal kejahatan, dan tidak
dalam hal pelanggaran.

c. Sanksi Pidana Turut Serta dalam Hukum Positif

Sanksi diartikan sebagai tanggupan, tindakan, hukuman untuk
memaksa orang menepati janji atau mentaati ketentuan undang-
undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang
secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum
dengan mengenakan sebuah hukuman bagi seseorang yang melanggar
aturan hukum itu, atau memberikan hadiah bagi yang mematuhinya.
Jadi, sanksi tidak selalu berkonotasi negatif.

Jenis tindak pidana kejahatan, pada turut serta (medepleger),
menyuruh (doenpleger) dan membujuk (unitlokker), diancam pidana
sama dengan pelaku. Sedangkan membantu (medeplichtige) pada jenis
tindak pidana kejahatan, ancaman pidananya lebih ringan dari pelaku
yaitu dikurangi sepertiga.

Jenis tindak pidana pelanggaran, pada turut serta (medepleger),
menyuruh (doenpleger) dan membujuk (unitlokker), diancam pidana

sama dengan pelaku pelanggaran. Sedangkan  membantu
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(medeplichtige) pada jenis tindak pidana pelanggaran, tidak dikenai
ancaman pidana.

Pasal 57 ayat (1) berbunyi, “dalam hal pembantuan, maksimum
pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Apalagi
maksimum hukumannya adalah hukuman mati atau hukuman penjara
seumur hidup, maka maksimum dalam hal medeplichtigeid ini
dijadikan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Menurut ayat ke 3, hukuman tambahan dalam hal “pembantuan”
ini sama dengan si pelaku tunggal, si turut pelaku, si penyuruh, dan si
pembujuk. Ayat 4 membatasi penentuan hukuman dalam hal
“pembantuan” ini pada perbuatan-perbuatan yang oleh si pembantu
dipermudah atau didorong dengan sengaja. Tidak dikenai hukuman
seseorang yang membantu melakukan tindak pidana secara kurang
berhati-hati (culpa). Pasal 56 KUHP hanya disebutkan bantuan pada
“kejahatan”, namun oleh Pasal 60 ditegaskan lagi bahwa membantu

melakukan suatu “pelanggaran” tidak dikenai hukuman.®?

C. TURUT SERTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

a.

Pengertian Penyertaan Melakukan Jari>mah

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata figh jinayah.
Figh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana
ataupun perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf

(orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman

53 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama,

2003), 129
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atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadist.>
Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan
yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan
peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan
hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.
Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi
bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Al-Qur’an merupakan
penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut al-Bayan
(penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai
empat cara dan satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan
dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang
yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut
adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari
pengadilan.®

Jari>mah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang
apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu
apabila tidak melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang
keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman
hukuman tertentu. Pada dasarnya kata Jari>mah mengandung arti

perbuatan buruk, jelek dan dosa. Jadi secara harfiah sama dengan

% Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam
Dan Kemasyaratan, 1992), 86
% Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7
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pengertian jingyah, vyaitu larangan-larangan syara’ (yang apabila
dikerjakan) diancam oleh Allah dengan hukuman Aadd dan ta 'zi>r.%
Dengan demikian, perbuatan jari>mah atau tindak pidana
adakalanya dilakukan secara perseorangan atau secara kelompok.
Seperti halnya turut serta melakukan jari>mah adalah melakukan
perbuatan pidana secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau
kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan maupun
keluasan.

Sehingga turut serta berbuat jari>mah dalam hukum Islam ada

empat, yakni:

a. Pelaku melakukan jari>mah bersama orang lain (mengambil
bagian dalam melaksanakan jari>mah). Artinya, secara
kebetulan melakukan bersama-sama.

b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk
melakukan jari>mah.

c. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jari>mah
dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

d. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan
jari>mah.>’

Jadi pengertian turut serta melakukan jari>mah dalam hukum

Islam adalah melakukan jari>mah secara bersama-sama, baik melalui
kesepakatan, atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain,

memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari

%6 Abu al-Hasan al-Mawardi, Azkam al-sulthi>yah (Mesir: Maktabah Musthafa al-Baby al-Halaby,
1973), 219
57 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 136
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pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan
turut serta meliputi pertama, baik dikehendaki bersama secara
kebetulan sama-sama melakukan perbuatan tersebut; kedua, memberi
fasilitas bagi terselenggaranya suatu perbuatan jari>mah.®
b. Bentuk-Bentuk Penyertaan Melakukan Perbuatan Pidana
(Jari>mah)
Hukum pidana dalam figh Islam disebut dengan figh jinayah yang
merupakan hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan
kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang
merupakan harta benda hak orang lain. Suatu kejahatan atau perbuatan
jari>mah kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya
dilakukan oleh beberapa orang. Perbuatan jari>mah yang dalam
kaitannya dengan turut serta berbuat jari>mah memiliki beberapa
bentuk.
Perbuatan turut serta dalam melakukan suatu kejahatan atau
jari=mah menurut hukum Islam terdapat dua bentuk, diantaranya:
1. Turut berbuat Jari>mah langsung (al-isytirak al- mubashir)
Turut serta secara langsung (al-isytirak al- mubashir)
terjadi apabila orang-orang yang melakukan jari>mah dengan
nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud pengertian
“melakukan jari>mah dengan nyata” adalah bahwa orang yang
turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara

langsung apabila ia telah melakukan perbuatan yang dianggap

58 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55
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sebagai permulaan pelaksanaan jari>mah. Misalnya, dua orang
(Alif dan Bobi) akan membunuh seseorang (Cahyo). Alif sudah
memukul kepala dengan besi kemudian pergi, dan Bobi
meneruskan sehingga Cahyo meninggal. Dalam hal ini, Alif
tidak turut serta menyelesaikan jari>mah, tetapi ia telah
melakukan perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan
tindak pidana pembunuhan. Contoh ini menggambarkan bahwa
Alif dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung.>®

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung
dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang
dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jari>mah yang
sudah cukup dianggap maksiat. Apabila seseorang melakukan
tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka
tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang
yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya
hukuman. Artinya, apabila jari>mah yang dikerjakan selesai
dan jarimah itu berupa kadd, maka pelaku dijatuhi hukuman
hadd. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman
ta’zi>r.*°

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara
kebetulan dan adakalanya dilakukan secara terencana. Kerja
sama Yyang dilakukan secara kebetulan disebut tawafug.

Misalnya, Andi sedang berkelahi dengan Budi. Doni yang

%9 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 108
80 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 77
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mempunyai dendam kepada Budi kebetulan lewat dan ia
menusukkan pisau ke perut Budi sehingga meninggal. Dalam
hal ini Andi dan Doni bersama-sama membunuh Budi, tetapi
antara mereka tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kerja sama
yang dilakukan secara terencana disebut tamalu’. Misalnya,
Anggun dan Berril bersepakat untuk membunuh Selly. Anggun
kemudian mengikat Selly dan memukulnya sampai meninggal.
Dalam hal ini Anggun dan Berril dianggap sebagai pelaku atau
orang Yyang turut serta secara langsung atas dasar
kesepakatan.®!

Tawafuq merupakan beberapa orang yang melakukan
kejahatan secara bersama tanpa adanya kesepakatan. Kejahatan
itu dapat terjadi karena peengaruh psikologis dan pikiran yang
datang tiba-tiba. Seperti kejahatan ketika berlangsungnya
demonstrasi yang tanpa direncanakan sebelumnya untuk
melakukan kejahatan. Kasus seperti ini para pelaku hanya
bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.

Tamalu’ merupakan kejahatan yang dilakukan oleh lebih
dari satu orang dengan adanya rencana lebih dahulu. Contoh
tamalu’ yaitu seperti pembunuhan oleh sekelompok yang telah
direncanakan ada yang mengikat dan yang memukul atau

menembak maka mereka semua bertanggung jawab atas

®1 1bid., 78
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kematian si korban.®?

Pertanggungjawaban pelaku secara langsung dalam
tawafuq dan tamalu’, fugaha berbeda pendapat. Menurut
jumhur ulama’, pertanggungjawaban pelaku antara tawafuq dan
tamalu’ terdapat perbedaan. Didalam tawafug, masing-masing
pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak
bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Didalam tamalu’,
para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka
secara keseluruhan. Jika korbannya meninggal, masing-masing
pelaku dianggap sebagai pembunuh.

2. Turut berbuat jarimah tidak langsung (ishtirak ghayr al-
mubashir)

Turut serta secara tidak langsung (ishtirak ghayr al-
mubashir) adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian
dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang
dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan
bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan
dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

Adapun unsur-unsur turut berbuat tidak langsung adalah
sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum. Untuk

terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan

adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini

82 A. Djazuli, Figh Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 17
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perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan
cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak
disyaratkan pelaku langsung harus dihukum pula.
Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan
sikapnya itu dapat terjadi. Untuk terwujudnya turut
serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari
orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan,
suruhan atau bantuannya itu perbuatan itu dapat terjadi.
Kalau tidak ada tindak pidana (jari>=mah) tertentu yang
dimaksud, maka orang tersebut dianggap turut berbuat
dalam semua tindak pidana (jari>mah) yang terjadi,
apabila dimungkinkan oleh niatnya. Jika tindak pidana
ditentukan, tetapi yang terjadi tindak pidana lain yang
tidak dimaksudkannya, maka tidak terdapat turut
berbuat dengan cara persepakatan, suruhan atau
bantuan tersebut ia bisa dijatuhi hukuman.
Cara  mewujudkan perbuatan adalah  dengan
mengadakan persepakatan, menyuruh dan memberi
bantuan. Turut berbuat tidak langsung atau ishtirak
ghayr al-mubashir terjadi sebagai berikut:
1. Persepakatan, bisa terjadi karena adanya saling
pengertian dan kesamaan kehendak untuk

melakukan suatu tindak pidana (jari>mah), jika
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C.

tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak
terdapat turut berbuat.

2. Suruhan atau hasutan, menyuruh atau menghasut
adalah membujuk orang lain untuk melakukan
suatu tindak pidana (jari>mah) dan bujukan itu
menjadi pendorong untuk dilakukan tindak pidana
itu. Dalam tingkatan paling rendah dorongan bisa
berupa memberi semangat kepada orang lain untuk
melakukan tindak pidana. Sedangkan paksaan
merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi.

3. Memberi bantuan, orang yang memberi bantuan
kepada orang lain dalam melaksanakan suatu
tindak pidana (jari>mah) dianggap sebagai kawan
berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada
persepakatan sebelumnya, seperti mengamat-amati
jalan untuk memudahkan orang melakukan

kejahatan seperti pencurian.®?

Hukuman penyertaan dalam hukum pidana Islam

1.

Hukuman bagi pelaku turut serta melakukan jari>mah

Terjadinya turut serta berbuat langsung yaitu apabila seseorang
melakukan perbuatan yang dianggap permulaan pelaksaan
jari>mah yang cukup dianggap maksiat, jika seseorang melakukan

percobaan jari>mah selesai atau tidak selesai, maka tindakannya

63 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,

2006), 71
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berpengaruh pada hukumannya bukan berpengaruh pada orang ikut
serta secara langsung. Tetapi apabila jari>mah yang dikerjaan itu
selesai dan jari>mah nya berupa kadd dan sebaliknya jika tidak
selesai maka pelaku dijatuhi hukuman ta 'zi>r. %

Apabila seseorang melukai orang lain untuk membela diri,
kemudian orang ketiga datang dan sengaja membunuh orang lain
hingga mati, maka pembuat pertama tidak dijatuhi hukuman karena
pembelaan diri diperbolehkan. Pembuat kedua yang membunuh
tadi dijatuhi hukuman pembunuhan sengaja. Hukumannya tidak
dapat dipengaruhi oleh pembuat pertama tadi yang melakukan
pembelaan dan diperbolehkan melukai orang lain.%®

Aturan pokok tersebut telah disepakati oleh para Fugaha.
Terdapat perbedaan pendapat atas penerapan peraturan jari>mah
hudid dan gisa>s. Pangkal perbedaan tersebut adalah penerapan
aturan lain tentang menghindari hukuman hadd dikarenakan ada
subhat. Bagi yang memakai asas terakhir (subhat), bahwa kawan
berbuatnya dalam jari>mah itu terpengaruh oleh keadaan
kawannya, baik keadaan perbuatan itu sendiri atau keadaan
perbuatan dan niatnya.

2. Hukuman bagi pelaku tidak turut serta melakukan jari>mah

Menurut syariat Islam, hukuman-hukuman yang telah
ditentukan jumlahnya (jari>mah jhudid, gisa>s) dijatuhkan atas

pembuat langsung bukan atas kawan berbuatnya. Siapapun yang

84 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana (Surabaya: Pustaka ldea, 2015), 83
8 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam...., 142
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turut berbuat dalam jari>mah hudid, gisa>s, dijatuhi hukuman
ta’zi>r. Jari>mah hudiad dan gisa>s telah ditentukan jumlah
hukumannya dan itu sangat berat. Kawan berbuat tidak sama
bahasannya seperti pembuat langsung. Hukumannya tidak sama
meskipun ada aturan kalau sekiranya perbuatan kawan berbuat
(pembuat tidak langsung) dapat dipandang sebagai pembuat asli
karena pembuat asli sebagai alat semata-mata, maka kawan berbuat
dapat dijatuhi hukuman %add atau gisa>s.

Menurut Imam Malik, kawan berbuat tidak langsung dapat
dianggap sebagai pembuat langsung jika ia menyaksikan terjadinya
jari>mah dan jika pembuat asli tidak disanggup melaksanakan
atau kerja sama dengan orang lain.%®

Apabila perbuatan pembuat langsung sesuai dengan yang
dimaksud pembuat tidak langsung yang mana perbuatannya berupa
hudad, qisa>s atau ta’zi>r, maka masing-masing mendapat
hukuman seperti yang dibahas diatas. Keadaan pembuat tidak
langsung berpengaruh pada dirinya sendiri dan tidak
mempengaruhi hukuman pembuat langsung. Hal ini seperti apabila
pembuat pertama masih dibawah umur atau gila.®’

Hukuman turut berbuat langsung sama dengan pelaku yaitu
hudad, qisa>s, sedangkan turut berbuat tidak langsung,
hukumannya tidak sama dengan pelaku vyaitu ta’zi>r. Pada

jari>mah ta’zi>r, turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak

66 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam..., 150
57 Ibid., 152
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langsung, hukumannya sama dengan pelaku jari>mah ta’zi>r
yaitu hakim berwenang memutuskan berat atau ringannya

hukuman yang dijatuhkan pada pelaku.

BAB Il

DESKRIPSI PERKARA TENTANG TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
NOMER 621/PID.B/2018/PN.BGL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

BENGKULU

A. ldentitas Pelaku dan Korban

Putusan Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl tentang turut serta dalam
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pelakunya
berjumlah lima orang. Salah satunya yakni Budiono alias Budi bin Paino
yang lahir di Babatan pada tanggal 17 Februari 1996 berumur 22 tahun.

Budiono bertempat tinggal di Jalan Zainal Arifin Dekat SMPN 6
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Bengkulu Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
Terdakwa berkebangsaan Indonesia yang beragama islam dengan

pekerjaan tuna rungu.®®

Sedangkan korbannya bernama Marton Rejas alias Marton saat itu

masih berumur 18 tahun bersekolah di SMK Budi Mulya Kota Bengkulu.
B. Tempat dan Waktu Kejadian

Kejadian ini bertempat di Jalan Raya Betungan Air Sebakul Kel.
Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu. Kasus ini terjadi pada tanggal 20

Januari 2014 pada hari Senin sekitar jam 14.00 WIB.
C. Kasus Posisi

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang
dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus turut
serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian
yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah diputus
dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai

berikut.

Budiono alias Budi bin Paino telah secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan kasus turut serta dalam tindak pidana penganiayaan
yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

8 Pytusan Nomer 621/Pid.B/PN.Bgl, 1
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Awal kejadian perkara, korban Marton ribut dengan Mikel pada
hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di
SMK Budi Mulya di JI. Raya Betungan Air Sebakul Kel. Betungan Kec.
Selebar Kota Bengkulu. Kemudian Mikel pun menceritakan masalahnya
dengan korban Marton Rejas alias Marton kepada terdakwa, Elpin, Anton
dan Sandi di depan sekolah SMK Budi Mulya Kota Bengkulu dan
mengajaknya untuk memberi pelajaran kepada korban Marton Rejas alias
Marton. Selanjutnya, terdakwa menerima 1 (satu) bilah parang berukuran

sekitar 50 cm bergagang kayu warna coklat dari Sandi.®

Pada pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Raya Betungan Air
Sebakul Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa, Elpin,
Mikel, Anto menunggu kedatangan korban Marton Rejas alias Marton
pulang dari sekolah, kemudian korban Marton keluar bersama teman-
temannya yaitu saksi Muhammad Arif Yuda Nurhakim mengendarai
motor membonceng Beri, saksi AL-Akhirul Fitriadi mengendarai motor
membonceng saksi Amirul Mukminin sedangkan korban Marton Rejas

alias Marton mengendarai motor membonceng saksi Marlian Hidayat.

Awalnya Muhammad Arif Yuda Nurhaki mengendarai motor yang
membonceng Beri lalu Elpin menghadang laju motor namun saksi
Muhammad Arif Yudan Nurhakim berusaha kabur namun terdakwa yang
memegang 1 (satu) bilah parang langsung dibacokkan ke arah tangan
kanan Muhammad Arif Yuda Nurhakim hingga berdarah dan berhasil

kabur dengan motornya.

8 Putusan Nomer 621/Pid.B/PN.Bgl, 2
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Kemudian, Al-Akhirul Fitriadi alias Alpin dengan membonceng
Amirul Mukminin dengan mengendarai motor dibelakang motor
Muhammad Arif Yuda Nurhakim dengan jarak kurang lebih 2 meter pun
langsung tancap gas dan berhasil menerobos kabur dari terdakwa, Elpin,
Mikel, Anto. Lalu, motor yang dikendarai korban Marton dengan
membonceng Marlian Hidayat berhasil diberhentikan oleh Mikel dengan
cara dihadang oleh Mikel dan Elpin.”® Selanjutnya Elpin langsung
memukul kearah wajah korban Marton dan bersamaan Mikel memukul
kearah badan korban Marton dan kemudian terdakwa dan Anto jongkok
didekatnya, lalu Mikel langsung menendang motor korban Marton Rejas
alias Marton dan secara bersamaan terdakwa dan Anto langsung berdiri
dan langsung mendekati korban Marton Rejas alias Marton dan langsung
mengarahkan parang yang dibawanya diayunkan e arah punggung korban
Marton sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu
kembali terdakwa mengayunkan parangnya ke arah bagian antara kepala
dan leher sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan
kanannya, sedangkan Anto langsung menusukkan pisau lipat ke arah
kepala Marlian Hidayat. Kemudian terdakwa, Elpin, Mikel dan Anto

langsung pergi.

Muhammad Arif Yuda Nurhakim yang membonceng Beri dengan
motor langsung balik kembali ke lokasi dan sudah melihat korban Marton

Rejas sudah tergeletak dijalan kemudian korban Marton Rejas langsung

70 Pytusan Nomer 621/Pid.B/PN.Bgl, 3
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dibawa ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu kemudian pada hari Selasa

tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 14.25 WIB meninggal dunia.

D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan

alternatif, diantaranya:

1. Pertama’
a. Primair
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan
direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain,
dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman
mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun” Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
yang berbunyi: “Yang melakukan yang menyuruh melakukan
dan yang turut serta melakukan perbuatan”.
b. Subsidair
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan
nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Jo Pasal

"1 Putusan Nomer 621/Pid.B/PN.Bgl, 14
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55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Yang melakukan yang
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

perbuatan”.

2. Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP yang berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP yang berbunyi “Yang melakukan yang menyuruh

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

E. Keterangan Saksi dan Barang Bukti

Penuntut umum mengajukan saksi-saksi, yaitu Marlian Hidayat
alias Dayat bin Muslimin, Al Akhirul Fitriadi alias Alpi bin Tamrin,
Amirul  Mukminin alias Amirul bin (Alm) Jamilatun memberikan
informasi bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari
Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 14.15 WIB tepatnya di dekat
simpang empat betungan jalan raya betungan air sebakul kel. Betungan

kec. Selebar Kota Bengkulu.

Korbannya adalah Marton Rejas alias Marton, yang turut
melakukan penganiayaan Yyang mengakibatkan kematian terdakwa
bersama Mikel, Elvin, Julianto dan Sandi. Peran Julianto menusuk teman
Marton dengan menggunakan pisau lipat yakni Marlian yang pada saat itu

dibonceng korban Marton. Lalu Elvin dan Mikel menghadang korban,
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meninju korban, menendang sepeda motor korban dan melakukan
pemukulan terhadap korban. Sedangkan, peran terdakwa membacok
Marton 2 kali dengan parang. Penyebab awal dari penganiayaan yang
mengakibatkan kematian ini Mikel berkelahi dengan korban, Mikel tidak
puas dan memberitahukan kepada Anto lalu mengajak terdakwa

melakukan penganiayaan tersebut.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi sesuai dengan
keterangan korban dan para terdakwa. Penuntut umum telah mengajukan
bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor 474.5/236/INST.13/14
tanggal 21 Januari 2014 yang diterbitkan oleh dr. Novita Museliza dengan
hasil pemeriksaan luka robek pada daerah telinga kiri bawah yang
mengeluarkan banyak darah diduga akibat kekerasan benda tajam.”
Penuntut umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah parang
berukuran sekitar 50 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) lembar

baju kaos hitam bertuliskan scooter club tulisan berwarna putih.
F. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif
maka majelis hakim akan menentukan dakwaan yang sesuai dengan fakta
yang terungkap di persidangan dan menurut majelis hakim yang cocok
yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan

unsur-unsurnya “Barang siapa, melakukan penganiayaan yang

72 Putusan Nomer 621/Pid.B/PN.Bgl, 18
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mengakibatkan kematian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan

dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Oleh karena itu, semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga
Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan
dari majelis Hakim, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti
secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

ketiga.

Berdasarkan pengamatan dari majelis Hakim selama persidangan
berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan
pemaaf maupun alasan pembenar, yang akan menghapus akan sifat
pertanggung jawaban kepadanya atas perbuatan pidana yang telah
dilakukannya itu, karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dijatuhi
pidana serta membebankan untuk membayar biaya perkara. Selama proses
penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan, terdakwa tersebut
berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya lamanya

pidana penjara yang akan dijatuhkan.

Sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa,
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu
perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan
terdakwa mencontohkan yang tidak baik untuk masyarakat, dari hal-hal

yang meringankan yaitu terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali
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perbuatannya didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya
persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berusia masih
muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian

hari.”®

G. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan majelis Hakim terhadap unsur-unsur
dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa,
pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah dirasa adil dan patut
sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sesuai
dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP serta ketentuan-ketentuan yang
bersangkutan lainnya, majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada
terdakwa Budiono dengan hukuman selama 9 tahun dan menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar para

terdakwa untuk tetap ditahan.

Barang bukti yang ditunjukkan berupa satu lembar baju kaos warna
hitam yang bertuliskan scooter club tulisan berwarna putih dikembalikan
kepada saksi Suhim bin (Alm) Tama. Selain dipenjara, terdakwa
dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah).

3 Putusan Nomer 621/Pid.B/PN.Bgl, 18
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Hukuman diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis
Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 Januari
2019 oleh Merrywati TB, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Arifin Sani, S.H
dan Hascaryo, SH, MH sebagai Hakim Anggota dan juga didampingi oleh
Sukasih, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu
serta dihadiri R. Ayu Azzizi, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bengkulu serta terdakwa.’

74 Putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl, 19
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BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU
NOMOR 621/P1D.B/2018/PN.BGL TENTANG TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN

KEMATIAN

A. Analisis Hukum oleh Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Turut
Serta dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan

Kematian pada Putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl

Pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana
atau terdakwa ditetapkan oleh seorang Hakim. Hakim adalah salah satu
dari aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, yang memiliki tugas
untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan kepadanya, selain
itu Hakim juga memeliki fungsi dari kewenangan mengadili mengandung
pengertian bahwa hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan

memberikan keadilan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam memimpin sebuah persidangan, majelis Hakim harus tepat
dalam memberikan suatu putusan. Putusan adalah sebuah produk hukum.
Sebuah putusan bukan hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan
dari seorang hakim dalam memutuskan perkara tetapi akan menjadi bagian
dari sumber hukum baru yang mengandung kaidah konstruktif bagi

perkembangan hukum di masa yang akan datang. Putusan bukan hanya
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akan menjadi sebuah media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak,
dapat pula sebagai sarana untuk orang mengambil kembali hak-haknya
yang masih dalam penguasaan orang lain, sesungguhnya putusan ini

merupakan nilai-nilai yuridis, logis, dan akademik.”™

Salah satu bentuk putusan tersebut adalah sebuah kasus yang
dilakukan oleh Budiono alias Budi bin Paino yang saat itu berusia 22
tahun sebagai terdakwa di dalam Putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl,
dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana
kejahatan yang berupa turut serta melakukan penganiayaan yang
mengakibatkan kematian kepada korban Marton Rejas alias Marton yang
pada saat itu berusia 18 tahun yang masih sekolah di SMK Budi Mulya

Kota Bengkulu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari
beberapa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antar satu sama lain.
Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan berbagai dakwaan,
akan tetapi majelis Hakim pada saat itu memilih dengan cermat tuntutan
mana yang lebih pas dan sesuai dengan perkara tersebut, adapun tuntutan
jaksa yang telah dipilih adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP.

Pada Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi “Jika mengakibatkan

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kemudian

5 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutuwaringin, Diskresi Hakim sebagai Sebuah
Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alvabeta,
2013), 32
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Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Yang melakukan yang

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dalam tuntutan tersebut, jaksa penuntut umum memberikan alat
bukti dan menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dakwaannya yang
ditujukan kepada terdakwa. Alat bukti tersebut meliputi surat hasil Visum
Et Repertum nomor: 474.5/236/INS.13/14 tanggal 21 Januari 2014 dan 1
(satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan scooter club tulisan

berwarna putih digunakan korban saat kejadian.

Selain barang bukti, jaksa penuntut umum juga mendatangkan
saksi-saksi, mereka semua adalah teman dari korban, mereka memberi
keterangan yang sama atau berkaitan mengenai kejadian yang terjadi

tehadap korban Marton.

Menurut majelis Hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan
fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan adalah dakwaan ketiga
yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, yang unsur-unsurnya ‘“Barang siapa, melakukan penganiayaan
yang mengakibatkan kematian, yang melakukan, yang menyuruh

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pada
Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut
serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian

adalah:

1. Unsur barang siapa
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Yang dimaksud “Barang Siapa” adalah manusia baik laki-
laki maupun perempuan yang merupakan subjek hukum yang

diduga ataupun terdakwa melakukan tindak pidana.
Unsur melakukan penganiayaan

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti
dan melukai badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan
kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaaan tidak enak, rasa
sakit atau luka pada orang lain, sehingga pengertian “dengan
sengaja”’ KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan
dengan sengaja, namun kesengajaan disini sebagai menghendaki
dan mengetahui, sehingga sengaja ini dapatlah menghendaki apa

yang dilakukan itu termasuk akibat yang ditimbulkannya.
Unsur mengakibatkan kematian

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa
terdakwa telah melakukan turut serta penganiayaan terhadap
korban sampai meninggal dunia. Sebagaimana diterangkan dalam
surat hasil Visum Et Repertum nomor: 474.5/236/INS.13/14
tanggal 21 Januari 2014 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang
ditandatangani oleh dokter ahli forensik dengan keadaan korban

ditemukan luka robek pada daerah bawah telinga Kiri.

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

serta melakukan perbuatan
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Maksud dari unsur turut serta melakukan yakni ada kerja
sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama
melaksanakan kehendak itu, para pelaku memiliki tujuan dalam

melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan melihat unsur-unsur diatas, menurut majelis Hakim

pada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan di depan

hukum. Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa, mendengarkan

keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang telah ada.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu juga mempertimbangkan hal-

hal yang memberatkan dan yang meringankan antara lain:

1. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan

korban meninggal dunia dan perbuatan terdakwa mencontohkan

yang tidak baik untuk masyarakat.

. Hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui berterus terang
dan menyesali perbuatannya didepan persidangan sehingga
memperlancar jalannya persidangan, terdakwa belum pernah
dihukum, terdakwa berusia masih muda, sehingga diharapkan dapat

memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

Dalam hukum pidana, eksaminasi adalah suatu bentuk pengujian

atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) apakah pertimbangan-

pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan

apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta

apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.
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Eksaminasi Putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
Atas nama Terdakwa Budiono (Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl) bertujuan
untuk melihat apakah hakim dalam memutus perkara tersebut telah
memenuhi asas-asas dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Selain
itu juga memberikan penilaian yang objektif atas pertimbangan dan

putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Juga memberikan gambaran umum atas tuntutan Jaksa Penuntut
Umum dalam perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah
tuntuan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim dan putusan memiliki
keseimbangan dan korelasi yang membangun logika berpikir yang
menyeluruh. Ketiga elemen tersebut haruslah sejalan dan proporsional
sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan. Eksaminasi ini juga diharapkan untuk dapat
memberikan masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya
dalam melihat dan menyelesaikan persoalan atau perkara sejenis. Sehingga
dapat pula meningkatkan kualitas penegakan hukum. Hasil eksaminasi ini
menunjukkan adanya Misconduct of Judge (kesalahan peradilan terjadi
ketika hakim bertindak dengan cara yang dianggap tidak etis atau
melanggar kewajiban hakim atas perilaku yang tidak memihak) yang
dilakukan majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya. Majelis
hakim kurang teliti dalam merumuskan pertimbangan hakim dengan
melihat porsi kesalahan dan peran dari terdakwa. Hal Selain itu juga keliru
dalam menerapkan aturan dalam asas hukum pidana yakni asas legalitas

yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas
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aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi
dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu
dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi
peringatan  sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan
hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh
dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas
oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.”
Majelis Hakim menyimpangi aturan hukuman maksimal dalam KUHP
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dimana ancaman hukuman
maksimal yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP adalah 5 (lima) tahun penjara. Justru Majelis Hakim dengan
mempergunakan pertimbangan hukum yang keliru dalam menjatuhkan

putusan diatas ancaman maksimal yaitu 9 (sembilan) tahun penjara.

Dalam hukum positif pelaku ini dikenai hukuman penjara. Hakim
menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran,
keadilan hukum, kepastian hukum seorang. Jadi, bukan hanya balas
dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Ada tujuan yang
menjadi tujuan seluruh tertib hukum di Indonesia, dalam hal itu mencapai

suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.77

Putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl majelis Hakim mengambil
putusan juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan antara fakta dan

hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, akan tetapi majelis Hakim

6 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 59
" Oemar Seno, Hukum-Hakim Piakim, (Jakarta: Erlangga, 1984), 89
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dalam mengambil putusan telah merugikan dan memberatkan terdakwa,

sehingga putusan tersebut kurang adil.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum
Hakim Dalam Putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bg Tentang Turut Serta

Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.

Dalam kasus putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl termasuk
dalam jari>mah turut serta secara langsung. Ada hal yang menunjukkan
bahwa unsur-unsur terdakwa berbuat turut serta secara langsung ada 3
macam. Pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum. Kedua, adanya
niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan
tersebut dapat terjadi. Ketiga, cara melakukan perbuatan tersebut ikut

memberi bantuan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum
Hakim Dalam Putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bg Tentang Turut
Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan

Kematian

Dalam kasus putusan Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl termasuk
dalam jari>mah turut serta secara langsung. Ada hal yang menunjukkan
bahwa unsur-unsur terdakwa berbuat turut serta secara langsung ada 3
macam. Pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum. Kedua, adanya

niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan

61



tersebut dapat terjadi. Ketiga, cara melakukan perbuatan tersebut ikut

memberi bantuan.

Dalam hukum pidana Islam pertalian jari>mah dengan berbuat
langsung dan tidak langsung, turut berbuat jari>mah tidak langsung
dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan tanggungjawab terhadap
kemungkinan terjadinya kejahatan diluar kesepakatan yang semula. Dalam
hubungannya dengan turut berbuat jari>mah, para fugaha mengenal dua
macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu al- tawa>fugq dan al-
tama>lu’. Al- tawa>fuq adalah beberapa orang yang melakukan seuatu
kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan
itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang secara
tiba-tiba. Sedangkan al-tama>Iu’ adalah kejahatan yang dilakukan oleh

beberapa orang secara bersama dan terencana.’®

Menurut figh jinayah, secara umum ketentuan hukuman bagi
pelaku turut serta tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian
yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik turut serta
penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkatan itu sendiri.
Hukuman tersebut adalah berupa qisa>s, diyat, hadd serta ta’zi>r.
Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari kejahatan

yang dilakukan.

78 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 78
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Delik pembunuhan sanksi hukumannya lebih berat lagi, yaitu
hukum qisa>s dengan cara membalas membunuh pelaku delik
pembunuhan, hukum gisa>s ini dilakukan oleh wali si korban. Akan tetapi
selain sanksi gisa>s tersebut bagi wali si korban diperbolehkan memilih
jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu antara hukum qisa>s, ta’zi>r,
atau mengambil diyat atau bahkan memaafkan pelaku. Hal ini berlaku

pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

Pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan sejumlah harta
kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
syara’. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri. Untuk

pembunuhan sengaja diyat diambil dari harta kekayaan si pelaku.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan jenis
hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan
dengan sengaja, yang disebut dengan gisa>s (pembalasan). Di dalam
gisa>s terdapat hak manusia yang berkaitan dengan kepentingan pribadi
seseorang. Sehingga penetapan terhadap suatu hukuman dapat digugurkan

apabila pihak wali korban memaafkan pelaku kejahatan tersebut.2°

Dasar hukum qisa>s terdapat dalam beberapa ayat Al-quran

diantaranya surah Al-Bagarah ayat 178 yakni:®!

S5 ey a5 5a, 5400 5 JE 3 Galial) il ol Gl T

9 AJazuli, Figh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1997), 26-27.

80 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh., IV, 276

81 Departemen Agama RI, Alguran Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro,
2010), 27
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Kkisas
berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh, orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan
wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat)
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka

baginya siksa yang sangat pedih”

Dalam kasus ini terdakwa ikut membantu untuk melakukan turut
serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa membantu
melakukan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan
kematian yang telah ditentukan dalam figh jinayah, yaitu diberikan
hukuman gisa>s. Dengan alasannya, karena perbuatan yang dilakukan
oleh terdakwa termasuk jari>mah turut serta yang secara langsung (al-

isytirak al- mubashir).
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri
Bengkulu Nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl adalah melakukan turut
serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian
berdasarkan pertimbangan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama
9 (sembilan) tahun. Dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman
melebihi dari batasan maksimal pidana yang telah ditentukan dalam
Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa hukuman diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun. Hakim memutuskan suatu perkara yang
melebihi batas maksimal hukuman dikarenakan ada hal-hal yang
memberatkan yakni terdakwa baru tertangkap setelah 4 (empat) tahun
setelah kejadian kasus tersebut. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan
lebih dari ketentuan pasal tersebut. Pada prinsipnya Majelis Hakim
bebas dan mandiri dalam menentukan hukuman. Tetapi tidak boleh
menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimal dalam
pasal yang ditentukan.

2. Dalam hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim

dalam putusan nomer 621/Pid.B/2018/PN.Bgl tentang turut serta
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dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian
hukumannya adalah qisa>s dalam arti dihukum sesuai dengan
perbuatannya. Apabila pelaku dan korban sudah berdamai dalam arti
keluarga korban sudah memaafkan, maka akan dikenakan hukuman
ta’zi>r atau membayar diyat. Hukuman ini dijatuhkan apabila korban
memaafkan pembunuh secara mutlak.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum terutama Hakim, alangkah lebih
baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan lebih
tegas, teliti, kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan
kepada terdakwa sesuai apa yang telah ada di dalam Undang-Undang
Hukum Pidana.

2. Untuk para masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak
atau melakukan sesuatu agar tidak merugikan diri sendiri dan orang
lain. Agar selalu menjaga kemaslahatan diri sendiri dan sekitarnya
dengan tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan
oang lain, apalagi jika kejahatan terhadap nyawa seseorang seperti
pembunuhan. Karena didalam Islam sangat melarang bentuk

kejahatan-kejahatan karena dapat mengganggu kemaslahatan.
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